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[JAKARTA] Koordinator
Investigasi Indonesia Cor-
ruption Watch (ICW) Febn
Hendrn menvatakan Panitia
Seleks1 (pansel) Capim
KPK masih meloloskan dan
mengajukan tiga nama calon
pimpinan Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK)
bercatatan negatif ke Presi-
den Joko Widodo (jokowt).
ICW mempertanyvakan ala-
san dan paparan terbuka
soal penilaian yang mem-
buat ketiga nama terse-
but melenggang ke tangan
presiden.

“Ada yang kekayaan-
nya tak wajar dan ada vang
pengalamannya tak seja-
lan dengan pemberantasan
korupsi. Kenapa mereka
masth lolos,” katanya, saat
dihubungi SP, Rabu (2/9).

ICW berkukuh tak mau
menyebut identitas tiga
calon pimpinan vang diklaim
bercatatan negatif Febn
hanya menyatakan salah
satu calon bermasalah dalam
penyampaian laporan harta
kekayaan pejabat negara.
Calon yang berasal darn
salah satu lembaga negara
11 memiliki harta yang tak
sesual dengan profil dan
nominal gaji. “Kekavaannya
bisa dibilang lebih banyak
dari atasannya,” kata Febri.

Calon yang lain. menurut
ICW. memuliki visi dan misi

yang justru mengebir fung-

s1 penindakan dan menye-
babkan kemunduran dalam
pemberantasan korupsi.
Calon ini secara gamblang
menyebut KPK seharusnya
hanya jadi trigger mecha-
nism bagi Kepolisian dan
Kejaksaan Agung. Perannya
tak lebih sebagai penerima
laporan kasus korupsi.

“Calon 1 akan diam
saat KPK dilemahkan
melalui revisi undang-
undang.” kata Febn.

Calon terakhir yang ber-
masalah berasal dari latar
belakang hakim tindak
pidana kompsi. Calon 1m
pernah mengeluarkan disen-
ting opinion dalam empat
putusan kasus korupsi besar.
ICW menilai. hakim mi tak
sepaham soal pemberantasan
korupsi. D1 tinggkat yvang
lebih tinggi, Mahkamah
Agung justru menguatkan
putusan hakim yang lain

Peneliti Pusat Kajian
Anti Korupsi Universitas
Gajah Mada (UGM) Hifdzil
Alim juga menilai keputusan
pansel meloloskan delapan
nama ke presiden mening-
galkan catatan khusus. Ia
mempertanyakan soal masih
lolosnya calon yang berlatar
belakang kepolisian. Hal i
dimlai sebagai langkah kom-
promi pansel terhadap
bayang-bayang harus ada-
nya perwakilan dan kepoli-
sian atau kejaksaan.
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Mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto (kanan)
menjawab pertanyaan wartawan didampingi Wakil Ketua KPK
Zulkarnain (kiri), usai melakukan pertemuan di Gedung KPK,
Jakarta, Selasa (1/9). KPK mengundang Kuntoro untuk berdiskusi
tentang rencana strategis KPK periode mendatang.

Pansel seharusnya justru
menyelamatkan KPE dari
kemungkinan adanya titipan
lembaga, politik atau ke-
kuatan ekonomu tertentu.
“Menurut saya ini (hasil
Pansel) kurang sehat,” kata
Hifdzil.

Pakar hukum Frans Hen-
dra Winarta mengaku kha-
watir, keberadaan I PE ke
depan bakal jadi Komisi
Pencegahan Korupsi bu-
kan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi sebagaimana
vang diamanatkan undang-
undang. Pasalnya, 8 calon

pimpinan {(capim) KPK yang
telah dikantongi presiden
bukan sosok petarung.
“Semoga tidak karena
mencegah saja tidak cukup
karena koruptor tidak akan
takut dan ngeri. Hanya den-
gan penghukuman dan per-
ampasan aset mereka ngeri.
Lihat saja sekarang korupsi
jalan terus dan mereka me-
lawan di pengadilan sambil
cengengesan dan tertawa-
tawa, tidak ada penyesalan
sama sekali seolah-olah
korupsi itu lumrah,” kata
Frans, kepada SF, di Jakarta.

Rabu (2/9).

Dikatakan. kekhawatiran
itu muncul karena 8 sosok
vang diserahkan pansel
kepada Presiden Jokowi,
Selasa (1/9), mayoritas bu-
kan sosok yang memahami
KUHAP maupun UU Tip1-
kor dan UU KPK. Namun,
pansel telah membaginya
dalam bidang penindakan,
pencegahan., manajemen,.
serta supervisi, koordinasi,
dan monitoring.

“Saya khawatir mereka
tidak cocok untuk pekerjaan
di KPE vyang sarat hukum
pidana dan hukum acara.
Distplin 1lmu mereka keban-
vakan cocok untuk manaje-
men perusahaan dan mstan-
s1 pemenntah.” jelasnya.

Menurutnya. keberadaan
KPE wvang diharapkan
mampu menyentuh sektor-
sektor korupst yang sulit
dibongkar sekaligus men-
trgger Kepolisian dan Ke-
jaksaan bakal sulit diharap-
kan kalau figur pimpman-
nya minim keahlian investi-
gasi dan interogasi selain
menguasai KUHAP.

“Ini1 lembaga antikorup-
s1 bukan lembaga pendidikan
atau keilmuan. Jadi harus
sebagian besar punya latar
belakang penegakan hukum
praktis, juga dibutuhkan
penegak hukum yang dewa-
sa dan tidak ada ambisi poli-
tik hanya tahu perang lawan

al Masih Bermasalah

korupsi dan petarung sejaty,”
tegasnya.

Siap Seleksi

Anggota Komisi [IT DPR
RI Masinton Pasaribu men-
gatakan., Komisi bidang
Hukum 1tu siap melakukan
uji kepatutan dan kelayakan
(fit and profer test) calon
pimpman KPE yang kini
sudah berada di tangan Pre-
siden Joko Widodo. DPR.
melakukan w1 kepatutan
dan kelayakan calon pim-
pnan KPK dalam waktu 14
hari setelah resmi diajukan
Presiden.

“Begitu diajukan (Pre-
siden), Komisi ITl siap laku-
kan uj1 kepatutan dan kela-
vakan. Presiden juga kan
punya waktu 14 hant menga-
jukan ke DPR. DPR juga 14
hari,” wjar Masinton kepada
SP di Jakarta, Selasa (1/9).

Masinton berharap.
pimpinan terpilih nant:
mampu membawa KPK ke
arah lebih baik. KPK dihara-
pkan mampu meningkatkan
fungsi pencegahan diban-
ding penindakan.

Selamn 1tu, lajut dia, sela-
ma 4 tahun ke depan jangan
ada kegaduhan-kegaduhan
di antara sesama penegak
hukum. Bahkan, KPK harus
mampu berkoordinasi dan
bersinergi dengan lambaga
penegak hukum lainnya.
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